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NOMOR 53/PMK.010/2012
TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI

Menimbang

DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan
industri perasuransian nasional dan meningkatkan
upaya perlindungan terhadap tertanggung atau
pemegang polis perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun
yang berbentuk bukan perseroan terbatas;

bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan
mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi
dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian secara
keseluruhan terhadap Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
158/PMK.010/2008 dan terhadap Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004
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Mengingat 1.

tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan
Asuransi yang Berbentuk Badan Hukum Bukan
Perseroan Terbatas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN
PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan

perseroan te rbatas.
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Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan
Perusahaan Asuransi Jiwa.

Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan reasuransi sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha
perasuransian.

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha
perasuransian.

Aset Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperkenankan yang
diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perasuransian.

Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perasuransian.

Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang
Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.

Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia.

Premi Neto adalah premi bruto dikurangi komisi dan dikurangi premi
reasuransi dibayar yang telah dikurangi komisi reasuransi diterima.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk
asuransi yang selain memberikan proteksi, juga memberikan hasil
investasi yang mengacu pada hasil investasi pasar baik yang
dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

Dana Jaminan adalah bagian dari aset Perusahaan yang dimaksudkan
sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para
pemegang polis.

Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang mengenai pasar modal.

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai perbankan.

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan
persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
untuk bertindak sebagai kustodian.

Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai usaha perasuransian.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
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BAB Il
TINGKAT SOLVABILITAS
Bagian Kesatu
Modal Minimum Berbasis Risiko
Pasal 2

Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling
rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis
risiko.

Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas.

Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum
berbasis risiko.

Menteri dapat memerintahkan kepada  Perusahaan  untuk
meningkatkan target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari
rencana perubahan strategi dan/atau pengembangan Dbisnis
Perusahaan.

Dalam hal Perusahaan tidak dapat memenuhi perintah untuk
meningkatkan target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Perusahaan dilarang melaksanakan rencana perubahan
strategi dan/atau pengembangan bisnisnya.

Pasal 3

Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang
dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin
timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan
Liabilitas.

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam
pengelolaan aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. kegagalan pengelolaan aset;
b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus aset dan Liabilitas;

c. ketidakseimbangan antara nilai aset dan Liabilitas dalam setiap
jenis mata uang;

d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan;

e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang
diperoleh;
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ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim; dan/atau

kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya
manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian
lain yang merugikan.

(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi Jiwa memasarkan Produk Asuransi
Yang Dikaitkan Dengan Investasi, modal minimum berbasis risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar
persentase tertentu dari dana investasi yang bersumber dari Produk
Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah modal minimum
berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.

Bagian Kedua
Aset Yang Diperkenankan
Dalam Bentuk Investasi
Pasal 4

(1) Aset Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan
dalam jenis:

a.

@ =~ o a 0

deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call dan
deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1
(satu) bulan;

sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable
certificate deposit) pada Bank;

saham yang diperdagangkan di bursa efek;

surat utang korporasi;

sukuk korporasi;

surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia;

surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik
Indonesia;

. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;

surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang
Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau
pemegang sahamnya;

reksa dana;
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